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BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL

No.29,2014

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul,
Perubahan kedua, Peraturan Bupati Bantul,
petunjuk pelaksanaan,pemungutan, retribusi,
pelayananan kesehatan,puskesmas.

BUPATI BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 2 A TAHUN
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Menimbang :

Mengingat :

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan
program penanggulangan anemia di sekolah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 2 A Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas;

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahunl950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 44);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

2014

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13,
14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomro 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
128 /SK/MENKES/IV/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat
Kesehatan Masyarakat;



Menetapkan :

14.

15.

16.

17.

2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007
tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16
Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007
Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 11) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 A Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2012 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 A Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 2 A TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS.
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Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 A Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 395)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 A Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di
Puskesmas diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan apabila
wajib retribusi memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bagi penduduk Kabupaten Bantul diberikan pengurangan retribusi
pelayanan kesehatan untuk rawat jalan sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima
ratis rupiah), sehingga retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk
rawat jalan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima
ratus rupiah) dengan cara menunjukkan kartu identitas yang masih
berlaku, sedangkan bagi penduduk dari luar Kabupaten Bantul wajib
membayar tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk rawat
jalan sebesar Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah).

b. pembebasan retribusi diberikan kepada :

1. kader kesehatan yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang
ditunjuk dengan Keputusan Kepala Puskemas;

2. Pamong Desa yang tidak mempunyai jaminan kesehatan di wilayah
kerja Puskesmas;

3. Kelompok penduduk tertentu yang melaksanakan tugas Negara; dan

4. anak sekolah yang terindikasi anemia yang dirujuk ke Puskesmas
melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari Taman Kanak-
Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK).

(3) Biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan sebagai akibat adanya
pengurangan atau pembebasan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(4) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retrubsi pelayanan
kesehatan di Puskesmas diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diberikan paling banyak 15% (lima belas persen) dari kewajiban
yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 JUNI 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 JUNI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd
RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekietaris Daerah Kapupaten Bantul

u.bl Asisten Pemerint

Kepala Bagian Hy
H ~ /‘

GUNAWAN SANTOSOS.Sos, M. H

NIP: 9694237199603 1 617




